
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

2021 

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 46, BD 2021/NO. 46,30 HLM. 
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ABSTRAK :  - Menimbang Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No. 

25 Tahun 2021, perlu untuk melakukan penyederhanaan struktur organisasi pada 

perangkat daerah. 

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 

Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 

Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENPAN RB 

No. 17 Tahun 2021; PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2021; PERDAKAB KUTAI 

KARTANEGARA No. 8 Tahun 2016; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 9 Tahun 

2016. 

- Perbup ini mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, 

yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah, berkedudukan dalam melaksanan tugasnya secara 

administrative bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Sekretaris Daerah membawahi tiga pejabat esselon II yaitu Asisten Pemerintahan 

dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten 

Administrasi Umum. Pejabatan esselon III terdiri dari Kepala Bagian Tata 

Pemerintahan, kepala bagian kesejahteraan rakyat, kepala bagian hukum, kepala 

bagian kerja sama, kepala bagian perekonomian, kepala bagian administrasi 

pembangunan, kepala bagian pengadaan barang dan jasa, kepala bagian sumber 

daya alam, kepala bagian umum, kepala bagian organisasi, keapala bagian 

protocol dan komunikasi pimpinan dan kepala bagian perencanaan dan keuangan. 

Perbup ini juga mengatur mengenai tata kerja masing-masing unit-unit kerja dan 

kelompok jabatan fungsional. 

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 28 September 2021. 

- Dengan berlakunya Perbup ini, maka Perbup No. 67 Tahun 2019 dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

- Lamp : 1 Hlm. 

 


